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UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO 
 
Ungkapan Pribadi : 
Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak 
Namun jika Tuhan memberikan mu sesuatu yang diluar keinginanmu 
Insyaallah itu adalah jalan terbaik untukmu. 
 
 
     Motto :  
     Sertakan nama Allah dalam setiap  
     langkahmu 
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